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DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA
DSR.AM PERRKARA PERSELISTHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
AT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD

OBJEK

PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILU
SECARA NASIONAL
OLEH KPU

PENYELENGGARA

&| &ry

PESERTA
PEMILU »
(PARTAI POLITIK)

__‘




. Partai Politik Peserta Pemilu

PEMOHON

untuk pengisian keanggotaan
DPR dan DPRD.

. Perseorangan calon anggota

DPR dan DPRD dalam satu
Partai Politik yang sama yang
telah memeroleh persetujuan
secara tertulis dari ketua
umum dan sekretaris jenderal
atau sebutan lainnya dari
Partai Politik yang
bersangkutan

. Partai Politik Lokal Peserta

Pemilu untuk pengisian
keanggotaan DPRA dan DPRK.

. Perseorangan calon anggota

DPRA dan DPRK dalam satu
Partai Politik Lokal yang sama
yang telah memeroleh
persetujuan secara tertulis dari
ketua umum dan sekretaris
jenderal atau sebutan lainnya
dari Partai Politik Lokal yang
bersangkutan

PARA PIHAK

BAWASLU DAN PIHAK LAIN

PIHAK TERKAIT

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan;

2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang
sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
yang berkepentingan terhadap Permohonan;

3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal

yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua

umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal
yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;




OBJEK PERKARA

perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi




PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
b. secara luring (offline) atau secara daring (online).

2. Pengajuan Permohonan secara luring (offline), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah
satunya asli.

3. Pengajuan Permohonan secara daring (online), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang
ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. Permohonan diserahkan dalam bentuk hardcopy
sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (online) yang disampaikan dalam
tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan

0 n sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.




Lanjutan...

4. Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu ditandatangani ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

5. Pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari
permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau
sebutan lainnya.

6. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

a.
b.

Permohonan;

Pemohon Perseorangan harus melampirkan surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris
jenderal atau sebutan lainnya;

Fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu
anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;

Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan

Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.




PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh
Pemohon hukum sebanyak 4 rangkap

2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum

3. Permohonan memuat:
a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta
nomor telepon dan seluler dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

b. Uraian yang jelas mengenai:

b.1 kewenangan Mahkamah

b.2 kedudukan hukum Pemohon

b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan

b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

b.5 petitum, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan
perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara
yang benar menurut Pemohon
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Lani utan ... 4.  Permohonan disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan
daftar alat bukti;

5.  Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan
1 eksemplar penggandaan);

Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;

Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai
dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (offline)
disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word (.docx)
yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.

9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (online)
disertai dengan salinan dalam bentuk digital (softcopy) dengan format word (.docx) dan pdf.

10. Permohonan Pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi,
selanjutnya Panitera akan menerbitkan e-AP3.

11. Perbaikan Permohonan disampaikan secara luring (offline) sebanyak 4 (empat) rangkap yang
ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum, yang salah satunya asli.

12. Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

fppt.com



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan
kembali
secara
tertulis atau
lisan paling
lama pada
sidang
terakhir

Mahkamah menjatuhkan
putusan berupa ketetapan

disertai dengan mengembalikan
salinan berkas Permohonan




